
    

# WALIKOTA GORONTALO 

  

Menimbang : 

Mengingat 

PERATURAN WALIKOTA GURON LALO 

NOMOR 8 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERGESERAN TAHAP II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL ANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kelima Pengelolaan Keuangan Daerah 
. Pasal 160 ayat (5), Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis Belanja dapat dilakukan dengan cara merubah 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,-maka perlu melakukan Revisi dan Pergeseran Tahap II Anggaran 
Benda dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 20 15, 

bahwa hasil Pembahasan Pergeseran Tahap II Ans agaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013 antara Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dengan Pemerintah Kota G seortala telah beroleh Persetujuan Spa Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang 
Pergeseran Tahap Il Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013: 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat (I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822): ses
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13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), | 

(2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat: 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. Yambahan Lembaran Negara Republik dudonesia Nomer dito, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712): | 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Repubhik Indonesia 

— Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35027, 

Id. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akunansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503): | 

T5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor TEYA 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575). | 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761. 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200$ tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45785. 

I8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Yahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005.Nomeor 154, Tarubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1588 

19. Peraturan Pemerintah Namor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595)
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

21 

19 

26. 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616), 

“Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 59 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219): 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), . 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011: 

. Peraturan Menteri Dalam Neveri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi 

Intensif dan Dana Operasional : 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

e 

Tahun Anggaran 2013 : 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 20153 tentang Anggaran Pendapatan dan Belarya Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah 

Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 9). 

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Yahun 2013 tentang Persetujuan Revisi dan Pergeseran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontato Tahun Anggaran 2013. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PERGESERAN TAHAP II ANGGARAN PENDAPAT AN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
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b. Belanja langsung 

! BRelania egnuat anamtah - Rn IS KESIN Ka Lg 

2. Belanja barang dan jasa sejumlah 1 Rp. 151.326.036 476.00 

3. Belanja Modal sejumlah i | Rp. 126.468.368 433.00 

Jumlah belanja langsung Rp. . 323.662.999.576.00 

- Jumlah belanja | 0. Rp. | 719 896.008.401.00 

Surplus/(Defisit) Rp. . (38.540.797.154.00) 

3. Pembiayaan : | | | 

- a. Penerimaan sejumlah | . . Rp. 41040.707. 154.00 " 

b. : Pengeluaran sejumlah Da | | “Rp 2 500.000.000,00 

— Jumlah pembiayaan Neto i . Rp. . 38.540.797.154,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan f f Rp. uu 

Pasa! ? 

Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa! (tercantum dalam Lamparan I Peraturan Walikota ini, 

| Pasal 5 

Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasat | dirinci lebih laut dalan Lampiran ( Peraturan Walikora ini. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
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